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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN
1. LATAR BELAKANG
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan.
c. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, bahwa hasil evaluasi yang disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati untuk dijadikan bahan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten.
d. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
e. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.



2. TUJUAN PENYUSUNAN
a) Menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan politik;
2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b) Melaksanakan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang disampaikan oleh Gubernur berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1999/VII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 hal Penataan Perangkat Daerah Kesbangpol dengan hasil evaluasi dan validasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Tipe A atau 4 (empat) Bidang yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN
Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang berlaku saat ini.

4. POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBYEK YANG DIATUR DAN JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

a) POKOK PIKIRAN
1) Bahwa berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, hasil evaluasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati dijadikan bahan penataan Perangkat Daerah di Kabupaten;
2) bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3) bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1999/VII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 hal Penataan Perangkat Daerah Kesbangpol;

b) LINGKUP
Lingkup Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini, meliputi :
1) BAB I KETENTUAN UMUM
2) BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3) BAB III KEPEGAWAIAN
4) BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
5) BAB V KETENTUAN PENUTUP

c) OBYEK YANG AKAN DIATUR
Obyek yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya status quo menjadi Perangkat Daerah yang berupa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Tipe A yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

d) JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini adalah Tipelogi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.










BAB II
ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN 
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH


A. Asas Kejelasan Tujuan
Pembentukan Perubahan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
B. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat
Peraturan Daerah ini dibentuk Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
C. Asas Kesesuaian antara Jenis Hierarki dan Materi Muatan
Materi muatan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-400 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan politik.
D. Asas Dapat Dilaksanakan
Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan dikarenakan merupakan perintah langsung secara hierarki dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
E. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Peraturan Daerah ini dibuat karena benar-benar dibutuhkan dalam mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Banyuasin.
F. Asas Kejelasan Rumusan
Rumusan Perubahan Peraturan Daerah ini telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12    Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk     Hukum Daerah.

G. Asas Keterbukaan
Pembentukan Peraturan Daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangannya bersifat transparan dan terbuka.



BAB III
PENUTUP

Demikian Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini kami susun sebagai bahan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.  
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